
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.161, 2021 KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. SDA Kehutanan 

dan Reboisasi. Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi. Pencabutan. 
 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 /PMK.07/2021 

TENTANG 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, 

dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam 

kehutanan dana reboisasi telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2019 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (22) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, 

pedoman teknis atas penggunaan dana bagi hasil 

kehutanan dari dana reboisasi dan penggunaan sisa 

dana bagi hasil kehutanan dari dana reboisasi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kehutanan; 

  c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas penggunaan dana bagi hasil kehutanan 

dari dana reboisasi dan mengatur lebih lanjut 
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penggunaan sisa dana bagi hasil kehutanan dari dana 

reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, 

pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya 

alam kehutanan dana reboisasi;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; 

    

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6570); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja 

www.peraturan.go.id



2021, No.161 
-3- 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI 

HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu dari pendapatan negara untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya 

disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal 

dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral 

dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, 

pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana 

Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah 

bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber 

daya alam kehutanan dana reboisasi. 

4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah 

dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta 

kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang 

izin usaha pemanfatan hasil hutan dari hutan alam yang 

berupa kayu.  

5. Provisi Sumber Daya Hutan selanjutnya disingkat PSDH 

adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai 

intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. 
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6. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya 

disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan 

kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas 

suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali 

pada saat izin tersebut diberikan. 

7. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada 

Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan. 

8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS 

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang 

berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

9. Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS yang 

selanjutnya disebut Penanaman Rehabilitasi DAS adalah 

penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang 

merupakan salah satu kewajiban pemegang izin pinjam 

pakai kawasan hutan dan pemegang Keputusan Menteri 

tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar 

kawasan hutan sebagai upaya untuk memulihkan, 

mempertahankan dan meningkatkan fungsi DAS. 

10. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan 

meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan 

Hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. 

11. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara 

atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan 

kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, 

hutan adat, dan kemitraan kehutanan. 

12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
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masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. 

13. Kesatuan Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut KPH 

adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok 

dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien 

dan lestari. 

14. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang 

berupa Hasil Hutan Kayu yang dipungut dari hutan 

alam. 

15. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat 

HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati 

maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya 

yang berasal dari hutan negara.  

16. Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara alokasi 

DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau 

beberapa tahun anggaran.  

17. Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH Kehutanan 

dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian 

kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, 

yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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